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RINGKASAN

Dalam penyelesaian kasus perlindungan kosumen terkait hak konsumen, penyelenggara
penerbangan ternyata masih banyak mengabaikan hak-hak penumpang seperti kasus
keterlambatan penerbangan dan ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pelaku
usaha terhadap penumpang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan-pengaturan
secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga
kepentingan penumpang terlindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait perlindungan
konsumen bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional berjadwal,
serta upaya hukum apa yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai
moda transportasi udara niaga berjadwal nasional bagi penumpang yang dirugikan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normative case
(studi kasus) yang dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen
dan undang-undang penerbangan. Hasil analisis menunjukan bahwa dakwaan dalam
kasus putusan nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, kurang memperhatikan Pasal 62
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 146
UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, sehingga putusan yang ditetapkan dianggap
kurang memiliki keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut mengingat pihak tergugat
ini sering kali melakukan kelalaian terhadap tanggung jawabnya kepada konsumen.
Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menentukan upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu melalui jalur pengadilan
(litigation) dan upaya hukum di luar pengadilan (nonlitigation). Penggugat dalam
penyelesaian sengketa konsumen ini memilih jalur pengadilan untuk mengupayakan
haknya yang telah dirampas oleh penggugat. Di akhir penelitian ini, penulis
menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan hakim yang nyata dalam memutuskan
sengketa para pihak dalam perkara tersebut Penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan pembaca tentang hak-hak sebagai konsumen dalam hal ini selaku penumpang
pesawat udara.

Kata Kunci: Hak-hak konsumen
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang

pengangkutan telah membawa kedalam suatu sistem pengangkutan yang lebih

maju dibandingkan era sebelumnya. Sarana transportasi berfungsi sebagai

penghubung satu tempat dengan yang lain. Dengan adanya sarana transportasi

jelas sangat berguna untuk menunjang mobilitas tersebut dan perekonomian juga

akan mudah untuk berkembang.

Salah satu jenis sarana transportasi yang dapat menunjang mobilitas

tinggi adalah transportasi udara. Transportasi udara dapat dengan cepat

mencapai tujuannya, sehingga pengguna transportasi tersebut memiliki mobilitas

yang tinggi. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara

sangat penting sebagai penghubung antar pulau dalam waktu singkat.

Dengan adanya tuntutan mobilitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi

yang pesat, industri penerbangan juga menjadi sangat berkembang. Banyaknya

perusahaan penerbangan membuat persaingan dalam industri penerbangan

sangat ketat. Salah satu fakta yang nampak jelas dalam hal ini yaitu terjadinya

perang tarif tiket yang luar biasa antar maskapai penerbangan.

Sebagai negara kepulauan dan negara berkembang, Indonesia dalam

menjalin hubungan dengan luar negeri sangat membutuhkan jasa pengangkutan

untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain ataupun dengan

negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa

pengangkutan menjadi sangat penting.1 Untuk itu, peran pengangkutan

diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya,

1 Soekardono R, Hukum Dagang Indonesia, jilid 11, ( Jakarta: Rajawali Press, 198), 4.
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yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain

dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.2

Prof. Sukbekti mengatakan bawha perjanjian pengangkutan adalah suatu

perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang

atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak yang lain

menyanggupi akan membayar ongkosnya. 3

Sedangkan perjanjian pengangkutan menurut H.M.N. Purwosutjipto S.H

adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau

pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan-tujuan tertentu dengan

selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk

membayar uang angkutan.4

Dalam Konvensi Warsawa 1929, diatur tentang pertanggungjawaban

maskapai dalam penerbangan internasional dan menjadi tonggak sejarah prinsip

yang menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita penumpang, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa

kerugian tersebut bukan karena kesalahannya. Bila tidak, maskapai harus

memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang pengganti.

Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, Prof. Subekti juga mengatakan

bahwa terdapat pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk

mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan

nasional. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang

karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi

tinggi, padat modal, manajemen yang handal, serta memerlukan jaminan

keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan

2 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta:  Djambatan,
1991), 1.

3 R. Subekti. Hukum Perjanjian, ( Jakarta: PT Internasional, 1985), 1.

4 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1989), 69.
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peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi

nasional yang mantap dan dinamis.5

Akibat dari situasi tersebut, kesenjangan pun mulai terasa, terutama bila

ditinjau dari permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut

udara atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan udara. Adapun faktor-

faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan tersebut, antara lain adalah

karena perkembangan teknologi penerbangan yang sangat cepat, peranan dan

fungsi angkutan udara yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara

kepulauan yang sangat luas dan peraturan perundang-undangan di bidang

angkutan udara, khususnya Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, yang sampai

saat ini belum mengalami perubahan apapun sehingga banyak hal yang sudah

tidak sesuai lagi.

Di satu sisi memang keberadaan angkutan udara sangat dibutuhkan oleh

konsumen untuk mempermudah dan melancarkan proses aktivitas mereka, akan

tetapi di sisi lain pihak pengangkut pun merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak menetapkan

bahwa maskapai selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama

penerbangan, dan tidak bergantung pada ada-tidaknya unsur kesalahan di pihak

maskapai, kecuali dalam hal kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan,

dengan syarat maskapai harus membuktikan bahwa keterlambatan itu

disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional sebagaimana diatur di pasal

146 UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap

konsumen pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terhadap ketidakjelasan

informasi yang diberikan terhadap penumpang/ konsumen dan untuk mengetahui

bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pihak maskapai penerbangan (Lion

Air) yang melakukan kesalahan tersebut..

5 Ibid.



4

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi pada penumpang penerbangan

Maskapai Lion Air terkait perlindungan konsumen, yaitu seperti yang terjadi

pada kasus David Tobing yang pada 16 Agustus 2007 yang hendak melakukan

perjalanan ke Surabaya menggunakan Wings Air IW 8985 dengan

keberangkatan pukul 08.35 WIB.  Dalam kasus tersebut, penumpang dirugikan

karena ketidakjelasan pihak maskapai dalam memberikan informasi tentang

adanya perubahan nomor penerbangan. Oleh karena itu penumpang atas nama

David tersebut mengajukan gugatan kepada pihak Lion Air selaku maskapai

penerbangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara

No.309/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya penumpang

pesawat terbang selaku konsumen yang diabaikan hak-haknya oleh pihak

maskapai penerbangan selaku pelaku usaha sehingga seringkali konsumen

banyak mendapatkan kerugian secara materiil. Pembahasan dalam penelitian ini

hanya dibatasi pada hak-hak konsumen dalam hal ini adalah penumpang pesawat

udara dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah maskapai penerbangan

yang termuat dalam kasus putusan No.09/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan LION

AIR terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No.

441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST).”

B. Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat

beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan lion air terkait hak

konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas (studi kasus

Putusan No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)?

2. Bagaimanakah upaya hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa

terkait ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak maskapai



5

Penerbangan Lion Air (Studi Kasus Putusan Nomor

441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab maskapai penerbangan lion air

terkait hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas

(studi kasus putusan no.441/pdt.g/2013/pn.jkt.pst).

2. Untuk mengetahui tentang upaya hukum bagi konsumen dalam

menyelesaikan sengketa terkait ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh

pihak maskapai Penerbangan Lion Air (Studi Kasus Putusan Nomor

441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan dihasilkan

dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam

kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai

bidang hukum perlindungan konsumen secara umum maupun perlindungan

konsumen di dalam hukum penerbangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat

mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan

Udara terutama untuk sengketa yang diakibatkan oleh ketidakjelasan pelaku

usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen sesuai dengan

Undang-undang Perlindungan Konsumen.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang

dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut  Pasal 1 Angka 1

UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen.6

Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum konsumen yang memuat

asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat

yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan

sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.7

Asas Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu :

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha

secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan dimaksudkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan

spiritual.

6 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2014), 14

7 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi dan digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 3 UUPK

adalah untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martanat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu antara lain :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa;

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.
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Hak dasar konsumen yang patut dilindungi dapat dibagi menjadi empat

dasar, yakni :

1. hak untuk mendapatkan keamanaan ( the right of safety );

2. hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed);

3. hak untuk memilih ( the right to be choose );

4. hak untuk didengar ( the right to be heard ).

Ketentuan mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK,

yaitu antara lain :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan;

5. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

8. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.
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Dalam kegiatan angkutan udara, terdapat dua pihak yang melakukan

hubungan hukum yaitu pihak perusahaan maskapai penerbangan yang bertindak

sebagai pihak pelaku usaha/penyedia jasa dan pihak penumpang yang bertindak

selaku pihak pengguna jasa penerbangan.

Perusahaan maskapai penerbangan selaku pihak pelaku usaha dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang

Angkutan Udara, Pasal 1 angka 4 menyebutkan perusahaan angkutan udara

adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan

mengangkut penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran.

Yang dimaksud dengan penumpang adalah seseorang yang diangkut

dengan pesawat terbang berdasarkan suatu persetujuan pengangkutan udara.

Para pihak dalam kegiatan angkutan udara ini terikat dalam suatu hubungan

perdata dalam bentuk perikatan yang diwujudkan dalam pembelian tiket

pesawat.8

Dalam hal ini, perikatan yang terjadi antara penumpang dengan pelaku

usaha adalah berupa perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah

suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa

orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang

lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Di dalam perjanjian

pengangkutan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para

pihak. 9

B. Pelaku Usaha

Istilah Pelaku Usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha.

Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha,

memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk

kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pengusaha memiliki arti yang luas,

tidak semata-mata membicarakan produsen, tetapi juga pedagang perantara atau

pengusaha.

8 Ibid.

9 Ibid.
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Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah setiap

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima

atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan hak-hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 UUPK, yaitu

antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen.

C. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen adalah hubungan

antara produsen dengan konsumen uang dilaksanakan dalam rangka jual beli.

Dalam pengertian ini, terdapat unsur perjanjian, penjual, pembeli, harga, dan

barang. Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat

hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada

konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas

dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability).
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Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan

kewajibannya dengan baik sehingga konsumen dapat melakukan keluhan

(complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat

transaksi jual beli yang telah dilakukan.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa. Selanjutnya dalam Pasal 46 UUPK menyatakan bahwa gugatan atas

pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentinyan yang sama;

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar

dan/atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok

konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d

diajukan kepada peradilan umum.

D. Angkutan Udara

Menurut pasal 13 Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan

pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu

perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau

beberapa bandar udara.

Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum transportasi

menurut Lestari Ningrum terkait hukum angkutan udara terdapat tiga prinsip
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atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai

berikut:10

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (liablity based on fault). Prinsip

ini dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan di dasarkan pada

pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak

yang dirugikan atau penggugat.

2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Menurut prinsip ini tergugat

dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya

tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan

dari kesalahan, maka dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang

pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat

untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Menurut prinsip ini, bahwa

pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung

jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa

yang bersalah. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha harus secara

mutlak bertanggung jawab atas produknya. Prinsip tanggung jawab ini

menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku

berbahaya yang merugikan, tanpa ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability principle) tertuang di dalam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 43 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara Pasal

42 sampai dengan Pasal 45.

10 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Tawang Press, 2001), 164
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode pendekatan normatif, yakni bagaimana hukum

didayagunakan sebagai instrumen mewujudkan teori atau asas kausalitas dalam

sengketa perlindungan konsumen.

Dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), penulis

melakukan kajian terhadap kasus Perlindungan konsumen terkait hak atas

kejelasan informasi yang seharusnya didapatkan oleh penumpang yang berkaitan

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal ini adalah Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang

Perlindungan Hukum dalam sengketa Perlindungan Konsumen terkait dengan

kejelasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkanUndang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penellitian ini adalah Deskriptif Analitis yaitu

menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisa mengenai kasus perkara

No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data

sekunder, yaitu berdasaran bahan-bahan pustaka terkait perlindungan konsumen

selaku penumpang pesawat udara. Selain itu sumber data juga didapat dari

putusan perkara No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Terkait sumber dan jenis

data, data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:
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a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat dan

utama, yang berupa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan undang-undang terait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang bersifat membahas atau

menjelaskan, yaitu putusan perkara No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

D. Metode Analisa Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan

analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan

perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen.

E. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang berperan serta dalam penelitian ini adalah Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

F. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini yaitu akan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Tidak

Terakreditasi Lex Jurnalica.

G. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan adalah pelaku usaha maskapai penerbangan

lebih memperhatikan pelayanan yang baik terhadap konsumen dan konsumen

khususnya pengguna maskapai penerbangan lebih paham mengenai hak-haknya

sebagai konsumen.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika pelaku usaha tidak lagi

melanggar dan mengabaikan hak-hak konsumen dalam menjalankan usahanya.
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BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

Tabel 1 Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Pemula yang Diajukan

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)

1. Peralatan Penunjang 500.000

2. Bahan habis pakai 5.339.000

3. Perjalanan 6.000.000

4. Lain-lain 6.690.000

Jumlah 18.529.000

B. Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan jadwal tertruktur sebagai
berikut:

No. Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Persiapan

a.
Pertemuan dengan anggota

peneliti

b. Penyempurnaan Proposal

2.

Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan data

b. Pengolahan data

3.

Persiapan hasil penelitian

a. Kuliah umum

b. Membuat laporan

4. Pengumpulan Laporan
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BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Perkara kasus No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang terkait dengan

masalah perlindungan hak konsumen merupakan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air / PT. Lion Mentari Air

(pelaku usaha) yang menimbulkan kerugian bagi penumpang pesawat yang

bernama Mauliate Sitompul, Amd, SE.,SH. (konsumen).

Kasus ini diawali pada saat konsumen menggunakan jasa maskapai

penerbangan Lion Air untuk pergi ke Lombok pada tanggal 3 Agustus 2013

untuk kepentingan bertemu calon klien konsumen dengan rencana

keberangkatan Pukul 08.40 WITA dan dengan kode penerbangan JT. 1852.

Dalam kejadiannya, petugas Lion Air mengatakan bahwa penerbangan

ke Lombok telah dirubah yang semula menggunakan Lion Air dirubah

menjadi menggunakan Wings Air. Petugas tersebut mengatakan bahwa

perubahan tersebut dikarenakan ada kesalahan sistem dan seharusnya petugas di

bagian check-in mencoret boarding pass penggugat dan menulis ulang secara

manual perubahan kode penerbangan tersebut dengan penerbangan pesawat

Wings Air IW. 1852. Setelah konsumen menunggu sampai mendekati waktu

keberangkatan pesawat, pihak maskapai tidak menginformasikan kepada para

penumpang agar segera masuk kedalam pesawat.

Pada saat itu, konsumen telah menanyakan kepada petugas mengenai

perihal perubahan penerbangan yang dilakukan tanpa memberikan informasi

yang jelas kepada para konsumen. Namun, jawaban petugas yaitu bahwa

Pesawat Lion Air adalah satu grup dengan Pesawat Wings Air, jadi sama saja

dan tidak perlu pemberitahuan informasi yang detail. Dikarenakan konsumen

tidak jadi berangkat, maka konsumen meminta pelaku usaha untuk

mengembalikan uang tiketnya. Akan tetapi, petugas mengatakan bahwa tiket

tersebut tidak dapat dilakukan pengembalian uang (refund) dan konsumen
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harus membeli tiket kembali jika ingin berangkat. Akibat dari kejadian

tersebut, konsumen membatalkan pertemuan dengan calon kliennya, sehingga

konsumen mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta

rupiah) karena pekerjaannya dengan calon klien telah batal akibat kejadian yang

dialaminya dengan pihak Lion Air.

Berdasarkan kejadian tersebut, konsumen mengajukan permohonan

gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hal yang dialaminya.

Dalam tingkat pertama, konsumen melakukan gugatan terhadap PT. Lion Air

Mentari Airlines karena dianggap telah melakukan perbuatan hukum, dan

menuntut agar hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar kerugian

yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 2.505.618.000 (dua miliar lima

ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) serta menghukum

tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada  penggugat  pada  dua

harian koran nasional dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang

diletakkan atas meletakkan sita atas tanah dan bangunan milik tergugat.

Permohonan penggugat diterima sepenuhnya oleh majelis hakim yang

menangani, namun dalam eksepsi ternyata ada kesalahan dari pihak

penggugat, yaitu dimana nama tergugat yaitu PT. Lion Air sebenarnya

adalah PT. Lion Air Mentari bukan PT. Lion Air Mentari Airlines.

Akibat dari kesalahan nama tergugat, maka gugatan  dianggap error in

persona dan seharusnya gugatan konsumen haruslah dinyatakan tidak diterima.

Namun, mengingat kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hakim tetap

menghukum tergugat dengan mengabulkan gugatan penggugat   untuk

sebagian   dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum serta menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh

penggugat sebesar Rp.702.300,- (Tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan

menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).
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B. Pertanggung jawaban Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha

adalah prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (liablity based on fault)

yaitu antara lain adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat. Perbuatan

tersebut dapat dipersalahkan kepadanya dikarenakan adanya kerugian yang

diderita akibat kesalahan tersebut. Makna  dari “perbuatan melawan hukum,”

tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak

berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus

berbuat. Penetapan ketentuan pasal 1365  BW ini memberi kebebasan

kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa

kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat.

Selaku Pelaku Usaha, tindakan Lion Air yang tidak memberikan

informasi yang jelas dan benar kepada penumpang dan dilakuan dengan secara

sewenang-wenang oleh pihak Lion Air sebagai subjek hukum merupakan

perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar Pasal 1365 KUHPer,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Hasil dari Pertimbangan Majelis Hakim terkait putusan perkara No.

441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST adalah menghukum pelaku usaha dengan

menyatakan bahwa pelaku usaha telah terbukti melakukan perbuatan melawan

hukum dan melanggar Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK) dan menyatakan bahwa pelaku usaha telah

melakukan Ketidakjelasan Informasi dalam hal perubahan jadwal penerbangan

secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas terhadap penumpang.

Dalam hal ini, pelaku usaha memang telah mengubah kode pesawat

yang seharusnya ditumpangi oleh konsumen secara manual pada boarding pass

masing-masing penumpang, namun hal itu tidak didapati oleh konsumen an.

Mauliate (penggugat), sehingga konsumen tersebut mengalami kerugian yang

mengakibatkan pekerjaan konsumen menjadi terhambat.
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Berdasarkan kejadian tersebut, konsumen mengajukan permohonan

gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hal yang dialaminya.

Dalam tingkat pertama, konsumen melakukan gugatan terhadap PT. Lion Air

Mentari Airlines karena dianggap telah melakukan perbuatan hukum, dan

menuntut agar hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar kerugian

yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 2.505.618.000 (dua miliar lima

ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) serta menghukum

tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada  penggugat  pada  dua

harian koran nasional dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang

diletakkan atas meletakkan sita atas tanah dan bangunan milik tergugat.

Permohonan penggugat diterima sepenuhnya oleh majelis hakim yang

menangani, namun dalam eksepsi ternyata ada kesalahan dari pihak

penggugat, yaitu dimana nama tergugat yaitu PT. Lion Air sebenarnya

adalah PT. Lion Air Mentari bukan PT. Lion Air Mentari Airlines.

Akibat dari kesalahan nama tergugat, maka gugatan  dianggap error in

persona dan seharusnya gugatan konsumen haruslah dinyatakan tidak diterima.

Namun, mengingat kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hakim tetap

menghukum tergugat dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk   sebagian

dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta

menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat

sebesar Rp.702.300,- (Tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan

menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Dilihat dari kerugian yang dialami konsumen, seharusnya pelaku usaha

dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat sehingga kejadian seperti ini tidak lagi

terjadi karena beratnya hukuman yang akan diterima pelaku usaha jika berbuat

kesalahan seperti kasus tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari kejadian perkara tersebut, pelaku usaha

dapat dihukum dengan Pasal 17 ayat (1) Huruf c UUPK, yaitu pelaku usaha

yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang
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dan/ atau jasa dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal Pasal 62 ayat

(2) UUPK, yaitu menghukum tergugat dengan hukuman pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta

rupiah). Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi Pasal 63

UUPK, yaitu perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen serta pencabutan izin usaha.

Terkait dengan penerbangan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UU

No.1 tahun 2009 tentang penerbangan, menyatakan bahwa setiap pesawat udara

yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan. Dalam kasus

tersebut, Lion Air jelas tidak memenuhi kelaikudaraan dengan menelantarkan

konsumen dengan informasi yang tidak jelas. Untuk itu, seharusnya pelaku

usaha dapat juga dikenakan sanksi Pasal 406 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan sanksi pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah).
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C. Upaya Hukum Bagi Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen dipengaruhi oleh konsep, tujuan,

ketajaman cara berfikir, serta budaya sosial di masyarakat. Penggunaan model

penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan

“konsensus” dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang

bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke  arah

win-win solution.

Keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme tersebut adalah

keadilan komutatif. Keadilan tersebut menjadi pilihan  bagi pihak yang

bersengketa untuk dapat mengadopsi  berbagai  kepentingan dan keinginan

secara lebih efektif. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen

pada umumnya dapat ditempuh melalui dua cara penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan

Ketentuan mengenai penyelesaian Penyelesaian Sengketa di luar

Pengadilan, diatur pada Pasal 47 UUPK yang menyatakan bahwa

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau

tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

dapat  dilakukan melalui beberapa model penyelesaian sengketa, diantranya

melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Direktorat Perlindungan Konsumen

atau lokasi-lokasi lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang

telah disetujui.

BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi

sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar

pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting
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dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya

terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang  dikonsumsi

akan memperoleh haknya secara lebih mudah  dan  efisien melalui

peranan BPSK. Selain itu, BPSK juga menjadi sebuah akses untuk

mendapatkan infomasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik

untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam menangani dan mengatur

permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan

pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang

bersengketa. Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui BPSK, antara lain

melalui Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

2. Penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan

Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan diatur dalam Pasal

48 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen

melalui pengadilan mengacu pada  ketentuan tentang peradilan umum

yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK dan

mengenai para pihak yang dapat mengajukan gugatan di atur pada Pasal

46 UUPK.

Berdasarkan macam-macam cara penyelesaian kasus perlindungan

konsumen atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap

kerugian yang dialaminya, maka terkait pada kasus perkara No.

441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, konsumen atau dalam hal ini penumpang

Lion Air yang dirugikan yaitu Saudara Mauliate memilih cara penyelesaian

sengketa melalui pengadilan untuk haknya sebagai konsumen kepada Lion Air.

Alasan konsumen memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan

dikarenakan menurutnya hal yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tindakan

sewenang-wenang dan itu termasuk perbuatan melawan hukum karena telah

merugikan konsumen.
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Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut, maka pelaku

usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Nomor 1

Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut,

secara hukum tentunya hal yang harus dipertanggung jawabkan oleh Lion Air

selaku pelaku usaha. Hal itu dikarenakan ketidakjelasan informasi dan

keterlambatan merupakan bentuk pelanggaran tidak terpenuhinya hak dan

kewajiban yang tertuang dalam dokumen perjanjian maupun pelanggaran atas

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dipilih oleh konsumen

adalah pilihan yang tepat, dikarenakan perbuatan pelaku usaha termasuk

perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dan dapat juga dihukum

dengan Pasal 1365 KUHPer, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan dua

hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman perdata.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab maskapai penerbangan lion air terkait hak konsumen untuk

mendapatkan informasi yang benar dan jelas (studi kasus Putusan

No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) masih belum diterapkan dengan baik.

Dalam menentukan ganti rugi terkait kasus tersebut, maka prinsip

tanggung jawab yang dapat digunakan adalah prinsip tanggung jawab atas

dasar kesalahan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian

bagi konsumen. Penerapan aturan yang digunakan dalam putusan Hakim

tersebut yaitu putusan ganti rugi yang diberikan kepada PT. Lion Mentari

Airlines. Dalam putusan tersebut, aparat penegak hukum yang bertugas

menyelesaikan kasus ini belum menerapkan aturan terkait perlindungan

hak konsumen dengan maksimal, sehingga perlindungan terhadap hak

konsumen dalam Putusan Hakim dalam kasus perkara

No.441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST masih belum terlaksana dengan baik.

2. Upaya hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait

ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak maskapai Penerbangan

Lion Air (Studi Kasus Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)

adalah konsumen dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan

penerbangan. Dalam kasus tersebut, konsumen melakukan upaya hukum

dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui pengadilan.

Terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat

ditempuh melalui 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu melalui pengadilan dan di

luar pengadilan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam upaya hukum penyelesaian

sengketa, konsumen bebas untuk memilih model penyelesaian sengketanya.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran yang

penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha

khususnya dalam jasa penerbangan, antara lain:

1. Untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha, Sanksi yang dapat

dikenakan kepada pelaku usaha dapat dilihat dari jenis usahanya. Apakah

pelaku usaha tersebut bersifat Go Public, Usaha menengah atau Usaha

kecil. Maka dengan hal ini, ganti rugi yang ditetapkan sesuai dengan

kapasitas dan kemampuan pelaku usaha.

2. Sanksi Pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun

1999 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan agar

lebih dipertimbangkan dalam pemutusan perkara, agar pelaku usaha jera

dan tidak mengulangi perbuatannya.

3. Aparat penegak hukum dan pemerintah diharapkan secara tegas

melaksanaan isi dari Undang-undang yang berupa sanksi administratif bagi

para pelaku usaha yang melanggar kewajibannya, agar menimbulkan efek

jera.

4. Terhadap Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 maka,

Pencabutan Izin Usaha atau Perintah Penghentian kegiatan yang

merugikan Konsumen dapat diberlakukan agar pelaku usaha jera. Hal ini

memerlukan Pengawasan dari Menteri dan/atau menteri tekhnis terkait juga

diperlukan untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha agar kesempatan bagi

pelaku usaha membuat pelanggaran dapat diminimalisir.
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LAMPIRAN 1

PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Peralatan Penunjang

No. Material Pengeluaran Kuantitas
Harga
Satuan

(Rp)
Biaya (Rp)

1. Penunjang
Survei

Souvenir Responden 2 250.000 500.000

Jumlah 500.000

2. Bahan Habis Pakai

No. Material Pengeluaran Kuantitas
Harga
Satuan

(Rp)
Biaya (Rp)

1. Material 1 USB Flash Disk 4 pcs 100.000 400.000

2. Material 2 Kertas HVS 7 rim 40.000 280.000

3. Material 3 Tinta Printer HP 802
hitam & warna

6 pcs 110.000 660.000

4. Material 4 Pulsa dan paket internet 6 bulan 304.000 1.824.000

5. Material 5 Bahan pustaka (buku
literatur)

8 pcs 634.000

6. Material 6 Foto kopi proposal 38.000

7. Material 7 Jilid proposal 5 pcs 25.000 125.000

8.
Material 8 Foto kopi laporan

kemajuan
128.000

9. Material 9 Jilid laporan kemajuan 8 pcs 25.000 200.000
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10. Material 10 Foto kopi laporan hasil 150.000

11. Material 11 Jilid laporan hasil 8 pcs 25.000 200.000

12. Material 12 Foto kopi materi seminar 200.000

13. Material 13 poster 500.000

Jumlah 5.339.000

3. Perjalanan

No. Kegiatan Pengeluaran Kuantitas
Harga
Satuan

(Rp)
Biaya (Rp)

1.
Pencarian

Data
Sewa kendaraan 10 hari 500.000 5.000.000

2.
Pencarian

Data
Tip supir 10 hari 100.000 1.000.000

Jumlah 6.000.000

4. Anggaran lain-lain

No. Kegiatan Pengeluaran Kuantitas
Harga
Satuan

(Rp)
Biaya (Rp)

1.

Rapat
Pembuatan
Proposal

Konsumsi rapat 3 kali 80.000 240.000

2.

Rapat
Pencarian

data

Makan siang

1.620.000

3.
Laporan
Akhir

Konsumsi rapat seminar
350.000

4.
Laporan
Akhir

Snack 100 15.000 1.500.000
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5.
Laporan
Akhir

Makan siang panitia
580.000

6.
Laporan
Akhir

Back Drop
250.000

7.
Laporan
Akhir

Sertifikat
500.000

8.
Laporan
Akhir

Seminar Kit
1.250.000

9.
Laporan
Akhir

Biaya HKI
400.000

Jumlah 6.690.000
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LAMPIRAN 2

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PEMBAGIAN WAKTU

KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITI

No Nama/NIDN
Instansi

Asal
BIDANG

Ilmu

Jabatan dalam
Tim /Alokasi

Waktu,
Jam/Minggu

Uraian Tugas

1

Rizka Amelia
Azis, SH.,

MH.
0330038302

Universitas
Esa

Unggul

Ilmu
Hukum

Ketua Tim
Peneliti

10 jam/minggu

Merencanakan dan
melaksanakan

pengumpulan data
dan pengolahan data,
pencarian data dan

pelaporan

2
Zulfikar, SH.,

M.Kn.
0321116501

Universitas
Esa

Unggul

Ilmu
Hukum

Anggota
Peneliti

8 jam/minggu

Mengkoordinasikan
dan mengelola
seluruh proses

penelitian, pencarian
data dan pelaporan
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LAMPIRAN 3

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

Ketua Peneliti

A.  Identitas Diri

1 Nama Lengkap Rizka Amelia Azis, SH., MH.

2 Jabatan Fungsional Dosen tetap

3 Jabatan Struktural Kepala Pusat Studi Fakultas Hukum

4 NIP/NIK/Identitas Lain 205010319

5 NIDN 0330038302

6 Tempat Tanggal Lahir Jakarta / 30 Maret 1983

7 Alamat Rumah
Jl. Masjid Al-Kuromah No. 14 rt/rw: 010/03

Plumpang Semper Jakarta Utara 14230

8 No. HP 081387187837

9 Alamat Kantor Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat

10 No. Telp/Faks (021) 5674223  ext.  232

11 Alamat E-mail rizka.amelia@esaunggul.ac.id

12
Lulusan yang Telah

Dihasilkan
S1 = 6 orang

13 Mata Kuliah yang Diampu

Hukum Perlindungan konsumen

Hukum Adat

Hukum Bisnis

Metode Penelitian Hukum
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B. Riwayat Pendidikan

S1 S2

Nama Perguruan
Tinggi

Universitas Esa Unggul Universitas Tarumanagara

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum

Tahun Lulus 2004 2015

Judul Skripsi/Thesis Tanggung Jawab Dokter
Terhadap Malpraktek Medis

Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Dengan Perjanjian

Waktu Tertentu (PKWT)

berdasarkan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi

No. 27/PUU-IX/2011

(Studi Kasus PT. Tuah Globe
Mining)

Nama
Pembimbing/Promotor

Budi Sampoerna

Agus Soerono

Tommy Purwaka
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C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jumlah

1 2015 Perlindungan Hak Konsumen Terkait

Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan

Penumpang Transportasi Bus Kopaja

Sendiri -

2 2015 Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum
selaku pelaku tindak pidana
(studi kasus : 123/pid.sus.pn.jkt.tim)

Hibah

Dikti /

Penelitian

Dosen

Pemula

11.600.000

3 2016 Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) terhadap Pekerja Outsourcing Pasca

Putusan MK No.27/PUU-IX/2011

UEU 10.200.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan

Sumber Jumlah

1 2017 Penyuluhan Hukum Tentang Penggunaan
Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai
Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen Di
Sekolah Dasar Dan Kantin Sds Unwanus
Saadah Jakarta Utara

mandiri -----------

2 2017 Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Bullying
Bagi Siswa di Pondok Pesantern Al-
Mansyuriah Kp. Guruduk Mekarjaya Kec.
Sepatan Kab. Tangerang

mandiri -----------

3 2018 Penyuluhan Hukum Tentang Hak dan
Kewajiban Pekerja Outsourcing Pada PT.
TRIMITRA PUTRA MANDIRI Jakarta Selatan

mandiri -----------
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E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal

1. 2016

Perlindungan Hak Konsumen Terkait

Kenyamanan, Keamanan dan

Keselamatan Penumpang Transportasi

Bus Kopaja

Volume 13 Nomor  1,

April 2016
Lex Jurnalica

2. 2016

Penerapan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja

Outsourcing Pasca Putusan MK

No.27/PUU-IX/2011

Volume 13 Nomor  3,

Desember 2016
Lex Jurnalica

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar
dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat

1 ------------------------------ -------------------------------------- ----------------------

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

1 ---------------------------- ------------- ------------------------- -----------------

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

1 Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) terhadap Pekerja Outsourcing Pasca
Putusan MK No.27/PUU-IX/2011

2017 Hak
Cipta

EC00201700904
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I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir

No Judul/Tema Rekayasa
Sosial Lainnya Yang Telah

Diterapkan

Tahun Tempat
Penerapan

Respon
Masyarakat

1 -------------------------------- -------------- -------------- --------------

J. Penghargaan Yang Pernah Diraih  dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah
atau asosiasi atau institusi lainnya

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan

Tahun

1 ------------------------------------- --------------------- ----------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggugjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai

ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam hibah penelitian dosen pemula tahun 2018.

Jakarta, 10 September 2018

Ketua Peneliti,

(Rizka Amelia Azis, SH, MH)
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Anggota Peneliti

A.  Identitas Diri

1 Nama Lengkap Zulfikar, SH.,MKn

2 Jabatan Fungsional Dosen tetap

3 Jabatan Struktural Wakil Dekan Fakultas Hukum

4 NIP/NIK/Identitas Lain 211080424

5 NIDN 0321116501

6 Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 21 November 1965

7 Alamat Rumah Jl. Tebet Utara IV C No. 4 C, Jakarta Selatan.

8 No. HP 0812-9743458

9 Alamat Kantor Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat

10 No. Telp/Faks (021) 5674223  ext.  232

11 Alamat E-mail Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

12 Lulusan yang Telah
Dihasilkan

S1  =..........

13 Mata Kuliah yang Diampu1. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Hukum Lingkungan
3. Hukum Agraria
4.
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B. Riwayat Pendidikan

S1 S2

Nama Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Universitas Indonesia

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Magister Kenotariatan

Tahun Lulus 1990 2004

Judul Skripsi/Thesis

Nama
Pembimbing/Promotor

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jumlah

1 2013 Pelaksanaan Kebijakan Anak yang
Berhadapan Dengan Hukum dalam
Mendukung Pembangunan Hukum dan
HAM di Polres Jakarta Barat

UEU -

2 2014 “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum.”

UEU -

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan

Sumber Jumlah

1 - -------------------------------------------------------- -------- -----------
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E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal

1.

2.

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar
dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat

1 ------------------------------ -------------------------------------- ----------------------

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

1 ---------------------------- ------------- ------------------------
-

-----------------

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

1 Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi
Kasus: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM)

2017 Hak
Cipta

EC00201700881

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir

No Judul/Tema Rekayasa
Sosial Lainnya Yang Telah

Diterapkan

Tahun Tempat
Penerapan

Respon
Masyarakat

1 -------------------------------- -------------- -------------- --------------
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J. Penghargaan Yang Pernah Diraih  dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah
atau asosiasi atau institusi lainnya

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan

Tahun

1 ------------------------------------- --------------------- ----------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggugjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai

ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam hibah penelitian dosen pemula tahun 2018.

Jakarta, 10 September 2018

Anggota Peneliti,

(Zulfikar, SH, MKn.)
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